
 

 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 66 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 40 

TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi moneter dan 

kenaikan harga yang terjadi saat ini dan berdasarkan hasil rapat 

paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo 

pada tanggal 11 Agustus 2015, telah disepakati bersama 

untukkbesaran tunjangan perumahan yang diterimakan oleh 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Probolinggo perlu ditingkatkan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Probolinggo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

Probolinggo Nomor 40 Tahun 2010 tentang Tunjangan 

Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Probolinggo; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 



 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5650); 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4712) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 



 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republic 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 2), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolingo Nomor 8 Tahun 2007  

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 8); 

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 

13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2010 tentang 

Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2010 Nomor 40), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 40 TAHUN 2010 

TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2010 

tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 

Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo 

Nomor 2 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 2), 

diubah sebagai berikut : 



 

1. Ketentuan dalam Pasal 4, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada 

Pimpinan DPRD sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) 

untuk setiap orang per bulan termasuk pajak dan kepada Anggota DPRD 

sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk setiap orang per bulan 

termasuk pajak. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 26 November 2015 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

R U K M I N I 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 26 November 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

JOHNY HARYANTO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN  2015  NOMOR  66 

 

 Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

 
WAHONO ARIFIN, SH MM 

NIP. 19650912 199303 1 008 

 


